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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Pelaksanaan pembebasan tanah untuk pembangunan Pasar Inpres di 

Kota Ruteng, Manggarai, Nusa Tenggara Timur belum sesuai dengan 

prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 

Tahun 1975. Hal tersebut bisa dilihat dari pelaksanaan proses pembebasan 

tanah yang dilakukan DisPenDa cenderung mengabaikan PMDN Nomor 15 

Tahun 1975. Birokrasi pemerintah saat itu lebih berpedoman pada hukum-

hukum adat setempat dalam menyelesaikan proses pembebasan tanah karena 

birokrasi pemerintah saat itu sangat otoriter, sehingga pemerintah dapat 

bertindak sebebas-bebasnya dalam menjalankan pemerintahan. Perlindungan 

hukum bagi pemegang hak milik atas tanah untuk pembangunan Pasar Inpres 

Ruteng belum terlaksana. Empat responden sampai saat ini belum 

memperoleh ganti rugi meskipun kenyataannya pembangunan Pasar Inpres 

Ruteng sudah berjalan. Dua responden sudah memperoleh ganti rugi namun 

pemberian ganti rugi tersebut tidak sesuai dengan prosedur dalam PMDN 

Nomor 15 Tahun 1975, responden memperoleh ganti rugi dari instansi yang 

memerlukan tanah (DISPENDA Manggarai) dengan menggunakan 

pendekatan adat.  

Ganti rugi dalam pembebasan tanah untuk pembangunan Pasar Inpres 

di Kota Ruteng, Manggarai sampai saat ini belum diberikan kepada para 
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responden padahal Pasar Inpres sudah selesai dibangun dan kegiatan Pasar 

Inpres Ruteng sudah berjalan. DisPenDa Manggarai sudah mendapatkan 

keuntungan dari Pasar Inpres Ruteng. Penyebab belum diberikannya ganti 

rugi kepada para responden adalah pihak pemerintah dalam hal ini DisPenDa 

sebelumnya telah meminjam surat-surat tanah responden untuk difotocopy 

dan kemudian surat-surat tanah tersebut tidak dikembalikan lagi kepada Para 

Responden sehingga para responden tidak bisa membuktikan kepemilikan 

tanah mereka yang diambil oleh DisPenDa untuk pembangunan Pasar Inpres 

Ruteng. Hal tersebut mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi para 

responden. Banyak responden kehilangan rumah dan lahan perkebunannya. 

Hal ini yang menyebabkan menurunnya tingkat perekonomian para 

responden yang belum memperoleh ganti rugi karena lahan tempat mereka 

melakukan usaha telah diserahkan kepada pihak pemerintah (Dinas 

Pendapatan Daerah Manggarai). 

B. Saran-saran  

Penulis menyarankan agar Pemerintah Daerah Manggarai saat ini yang 

dipimpin oleh Bupati Christian Rotok dapat menyelesaikan permasalahan 

ganti rugi pembebasan tanah untuk pembangunan Pasar Inpres Ruteng 

dengan cepat dan menjadi prioritas utama yang harus segera diselesaikan. 

Untuk menyelesaikan permasalahan ini harus dibentuk lagi tim pembebasan 

tanah untuk meneliti kembali bukti-bukti kepemilikan tanah responden yang 

diambil oleh pemerintah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 15 Tahun 1975 dan diperhatikan juga dengan peraturan yang 
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berlaku saat ini sehingga dalam memberikan ganti rugi kepada responden 

Pemerintah Daerah Manggarai dapat mengacu pada bukti-bukti yang sudah 

diteliti oleh tim pembebasan tanah, serta perlu pula dipertimbangkan ganti 

rugi immaterial.   
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